PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No,: 84  TAHON 1967,

TERTANG

FPEVMBUBARAN BADAN MUSJAWARAH PENGUSAHA
NASIONAL SWASTA {° BAMUNAS ).

KAMI, PEDJAZAT FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I Menimbang i 8. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Dasar 19L5 se-
tjera murni dan konsekwen dan untuk melaksanakan. ketentuan-2
O dalam Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, perlu menindjau kem~
i bali Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta {BAMUNAS)
® jang dibentuk dengen Peraturan Presiden Republik Indonesia

No. 2.tahun 1964 dan peraturan~2 jang mendjadi kelandjutan
- daripada Peraturan Fresgiden tersebut;

be bahwa karena itu dipandang perlu membubarkan BAMUNAS setagai
termaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Ne. 2 tahun
1964;

Mengingst : 1, Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1545,
2. Ketetapan MPRS lNo, XIV/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
r 4. Keputusan Pimpinan MPRS No. AB/l/ED/MPRE!iﬂﬁﬁ
& 5. Keputusan Pimpinan MPRS No. 43/1/12/MPRS/1066;
i 6. Keputusan MPRS No, XXXIII/MPRS/1967;
. 7. Keputusan Presiden R.I. No,. 163 tahun 1966;
8, Keputusan Pimpinan MPR3 R.I. NO, 28/5/1967;

1 MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN
BADAN MUSJAWARAH PENGUSAHA NﬁSIDNﬂL SWASTA { BAMUNAS ).

Fasggl 1,

Sedjak tanggal ditetapkannjs Eeputusan Presiden Republik
Indonesia inl mewmbubarkan Badan Musjawarah Pergusaha Nasional

Swagta {BAVUNAS) sebagail termaksud dalam Feraturan Presiden Rew
publik Indonesia No, 2 tahun 1964,

Passl 2 . .Iilllllll.t_
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Pazsal 2.

Menugaskan kepada Menteri Utama Bidang Ekonomi dan EKeuangan bore-
sama Menteri Utama bidang Industri dan Pembangunan unbuk . ber-s3gmal
dengan para Lokoh-2 organisasi pengusaha nasional swasta, mempra-

karaal pembentukan suatu forum swasta jang akan menampung segala ke

giatan pengusaha swaste pasional balk jang bersifat umum maupun
jang bersifat sedjenis-Z,

Pasal .

FPembentukan forum sebagal tersebut pada pasal 2 diserahkan ke-
pada para pengusaha naslonsl sendiri,

FPasal ]

Sedjak ditetapkannja Keputusan Presiden Republik Indonesia ini
segala kekajaan BAMUNAS tetap ada dibawah tanggung djawab. pengu-
rus ( lams ] BAMUNAS, jang penggunsan selandjutnja dkaq'ditantukaz
oleh Pemerintah., .

Fasal 35,

Partanggungan—djawab.atas segala kekajzan sebagei termaksud da-
lam pasal i ‘teprsebut diatas segera dilaporkan kepada Menteri Utam:
bidang Ekonomi dan Keuangan,

Pasal &,

Keputusan Presiden Republik Tndonesia ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Padsa tanggal : 15 Djunil 1967.

FD. PRESIDEN REPUBZZX INDONESIA,
4, Slas

SCEHARTO.
DJENDERAT, - TNI.




